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ABSTRAK

ANALISIS KESIAPAN DIGITAL GOVERNANCE PADA PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SMART PROVINCE DI PROVINSI
LAMPUNG

Oleh

RIZKI AMELIA PUTRI

Pemerintah Provinsi Lampung melalui penilaian indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik tahun 2023 meraih urutan ketujuh SPBE terbaik di Indonesia.
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan dalam
transformasi tata kelola pemerintahan digital tersebut, yang mengindikasikan
kurang optimalnya kesiapan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kesiapan digital governance pada Pemerintah Provinsi Lampung
dalam mendukung pengembangan smart province. Pendekatan kualitatif dengan
analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami secara
mendalam mengenai kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung dalam aspek tata
kelola pemerintahan digital, khususnya dalam pengembangan smart province.
Analisis terhadap hasil temuan menggunakan analisis yang mengadaptasi teori e-
readiness framework STOPE Al-Osaimi et al. (2008) melalui domain utama
kesiapan pemerintahan elektronik, meliputi strategi, teknologi, organisasi, sumber
daya manusia, dan lingkungan, dengan berbagai sub-domain didalamnya. Hasil
penelitian menunjukkan Pemerintah Provinsi Lampung memiliki perkembangan
yang baik dalam aspek kebijakan dan regulasi, infrastruktur dasar dan penunjang
TIK, kerja sama dengan berbagai stakeholders, serta dukungan dalam mencapai
SDM digital. Tantangan besar yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Lampung
mencakup kelemahan dalam pemerataan implementasi kebijakan, koordinasi lintas
sektor, kesiapan kuantitas dan kualitas SDM, interoperabilitas keseluruhan layanan
elektronik, serta pemerataan infrastruktur teknologi umum. Temuan ini
menunjukkan pentingnya membentuk satuan tugas dengan kolaborasi stakeholders
khusus smart province, menyusun dan menetapkan arah kebijakan yang terstruktur
dan berjangka panjang, membangun strategi pengembangan SDM, mendorong
pemerataan infrastruktur dan akses digital, serta mengupayakan penciptaan tata
kelola pemerintahan digital yang kolaboratif dan adaptif.

Kata Kunci: Digital Governance, E-Readiness, Integrasi Sistem Pemerintahan,
Smart Province, Pemerintah Daerah



ABSTRACT

ANALYSIS OF DIGITAL GOVERNANCE READINESS IN LOCAL
GOVERNMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF A SMART PROVINCE IN
LAMPUNG PROVINCE

By

RIZKI AMELIA PUTRI

The Provincial Government of Lampung ranked seventh nationally in the 2023
Electronic-Based Government System Index, recognizing its digital governance
efforts. However, in practice, various challenges persist in implementing digital
government transformation, highlighting the suboptimal readiness of the regional
government. This study aims to analyze the digital governance readiness of the
Lampung Provincial Government in supporting the development of a smart
province. A qualitative approach with descriptive analysis was employed to identify
and gain an in-depth understanding of the region's preparedness in terms of digital
governance, particularly in the context of smart province development. The
analysis is based on the e-readiness framework of Al-Osaimi et al. (2008), which
assesses five main domains of electronic government readiness: strategy,
technology, organization, people, and environment, including various sub-domains
within. The findings indicate that the Lampung Provincial Government has made
significant progress in policy and regulation, core and supporting ICT
infrastructure, collaboration with various stakeholders, and support for developing
digital human resources. However, major challenges remain, including uneven
policy implementation, limited cross-sector coordination, insufficient quantity and
quality of human resources, lack of full-service interoperability, and unequal
distribution of general technological infrastructure. These findings underscore the
importance of establishing a dedicated smart province task force in collaboration
with stakeholders, formulating structured and long-term policy directions,
developing a human resource capacity-building strategy, promoting equitable
infrastructure and digital access, and fostering a collaborative and adaptive model
of digital governance.

Keywords: Digital Governance, E-Readiness, Government System Integration,
Smart Province, Local Government
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) senantiasa diadopsi dalam
rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih transparan,
efisien, dan akuntabel. Menurut Setyawati & Fitriati (2023), penggunaan teknologi
digital dalam pengelolaan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas
administrasi. Konsep digital governance lahir dari adanya perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang mempengaruhi konteks pengelolaan negara.
Digital governance dalam Milakovich (2012) mengacu pada perluasan jaringan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup akses yang lebih cepat
terhadap berbagai jaringan telekomunikasi dan aplikasi, serta sebagai teknologi
informasi multi-saluran yang saling terintegrasi. Pendekatan digital governance ini
merupakan bentuk dari pengembangan konsep e-government yang telah diterapkan

oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia saat ini mengupayakan percepatan penerapan ekosistem
digital yang menjadi penggerak dalam transformasi digital nasional yang terdiri dari
berbagai elemen yang menjadi satu-kesatuan dalam mendukung pencapaian tujuan
pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital sebagaimana visi
Indonesia Emas 2045 melalui Visi Indonesia Digital (VID) 2045 (Kementerian
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2024). Penerapan digital
governance pada pemerintah Indonesia telah dilakukan dalam kerangka kebijakan
dan regulasi, salah satunya melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memuat
upaya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Selain itu,
upaya transformasi digital di Indonesia semakin diperkuat melalui Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan



Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Melalui hal ini,
Indonesia begitu mengupayakan percepatan digitalisasi termasuk pada tata kelola

pemerintahannya.

Upaya penerapan tata kelola pemerintahan digital pada birokrasi di Indonesia
mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Terhitung pada tahun 2024,
terdapat 27.000 ribu aplikasi pada level pemerintahan pusat maupun daerah yang
tidak terintegrasi. Oleh karena itu, pemerintah pusat menginisiasikan GovTech
(Government Technology) INA Digital yang ditujukan untuk dapat
mengintegrasikan berbagai aplikasi dan data serta mengakselerasi sistem digital
pada sejumlah layanan prioritas (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi, 2024 pada https://jdih.cirebonkab.go.id/, diakses pada 02

Januari 2025). Meninjau dari inisiasi pemerintah pusat tersebut, maka pemerintah
daerah juga diharapkan dapat melakukan integrasi terhadap berbagai pelayanan
publik berbasis digital agar dapat memudahkan birokrasi pelayanan pemerintah
kepada masyarakat, serta mampu memaksimalkan pemanfaatan dan keterpaduan

layanan publik digital.

Berdasarkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang
disampaikan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024
tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, menyatakan bahwa hasil pemantauan
dan evaluasi SPBE pada Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan indeks 3,81
atau dengan predikat sangat baik dalam penerapan SPBE, serta berada di urutan

ketujuh indeks evaluasi SPBE terbaik di Indonesia.

Tabel 1. Urutan Provinsi Nilai Indeks SPBE Tertinggi di Indonesia Tahun
2023

No. Provinsi Indeks Evaluasi SPBE Predikat

1. Jawa Tengah 4,26 Memuaskan
2. Daerah Istimewa Yogyakarta 4,22 Memuaskan
3. Daerah Khusus Jakarta 4,21 Memuaskan
4. Jawa Barat 4,14 Sangat Baik
5. Bali 4,07 Sangat Baik
6. Nusa Tenggara Timur 3,83 Sangat Baik
7. Lampung 3,81 Sangat Baik
8. Sumatera Barat 3,75 Sangat Baik



https://jdih.cirebonkab.go.id/

No. Provinsi Indeks Evaluasi SPBE Predikat
9. Aceh 3,62 Sangat Baik
10.  Jawa Timur 3,62 Sangat Baik

Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No. 13 Tahun 2024
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Gambar 1. Indeks Domain SPBE Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023
Sumber: (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

2023)

Meskipun demikian, masih terdapat domain penilaian yang cukup kecil, terutama
pada domain manajemen SPBE atau domain 3. Hal ini selaras dengan penelitian
yang dilakukan Fitri et al. (2024) tentang penerapan SPBE di Provinsi Lampung
khususnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, yang menjelaskan
bahwa penerapan SPBE terhadap domain manajemen yang masih rendah tersebut,
meliputi masih rendahnya kematangan pada manajemen risiko SPBE, rendahnya
manajemen keamanan informasi, rendahnya manajemen data, rendahnya
manajemen aset TIK, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, rendahnya
manajemen pengetahuan, serta rendahnya manajemen perubahan. Faktor penyebab
dari rendahnya domain manajemen dalam penerapan SPBE di Provinsi Lampung
ini disebabkan oleh sistem yang masih belum dapat berjalan maksimal, belum
terintegrasi dan belum terkoordinasinya dengan baik, serta masih minimnya
koordinasi dan kerjasama dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

sebagai unsur pelaksana SPBE.



Pemerintah Indonesia telah memberikan desain dan konsep dalam menerapkan
digital governance pada setiap wilayah di Indonesia melalui penerapan konsep
smart city. Smart city merupakan konsep pembangunan perkotaan yang didasarkan
pada pemanfaatan sumber daya manusia secara kolektif dan teknologi untuk
meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan perkotaan (Angelidou,
2014). Menurut Damanik & Purwaningsih (2018), smart city dianggap dapat
menangani berbagai permasalahan dalam konteks pemerintahan dan masyarakat,
karena melalui penerapan konsep ini maka integrasi antar teknologi dalam
meningkatkan produktivitas kinerja di pemerintahan, mengoptimalkan layanan
publik, bentuk efisiensi dan efektivitas birokrasi, dan mampu menyediakan akses
terhadap berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui keberhasilan
penerapan smart city tersebut, maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengusung gagasan smart province
sebagai bentuk inovasi di tingkat provinsi yang berfungsi untuk mengoordinasikan
pengembangan smart city pada lintas kabupaten/kota (aptika.kominfo.go.id, 2022
diakses pada 16 Agustus 2024).

Istilah smart province di Indonesia berkembang di masing-masing daerah dengan
fokus awal yang orientasi utamanya terletak pada pengembangan e-government
(Sari et al., 2019). Smart province merupakan salah satu upaya pemerintah dalam
mewujudkan Indonesia Cerdas (Smart Indonesia) sebagaimana dengan mandat
Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Putri
& Darmawan, 2018). Smart province dapat dipahami sebagai suatu provinsi yang
mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk
mengatasi berbagai permasalahan daerah melalui inovasi digital yang terintegrasi
dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat
(aptika.kominfo.go.id, 2022 diakses pada 16 Agustus 2024). Selain itu, Damanik
(2019) mengemukakan bahwa program smart province merupakan bentuk
pengintegrasian atau penyatuan basis data dan layanan berbasis elektronik antar

kabupaten/kota dalam rangka mengupayakan peningkatan kualitas layanan publik.

Pemerintah di tingkat provinsi memulai inisiatif menuju smart province melalui
penerapan digital governance yang berhubungan dengan peran langsung

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan terhadap



beberapa wilayah yang diimplementasikan di awal sebagai percobaan berskala kecil
sebagai percontohan (pilot project). Sebagai contoh, daerah yang telah berhasil
menerapkan program smart province sekaligus menjadi daerah pilot project
program tersebut adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2024, Jogja Smart
Province merupakan sebuah pendekatan kreatif dan inovatif dari Pemerintah DIY
dan berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam upaya penyelesaian isu
strategis dan/atau pengembangan sektor unggulan DIY melalui optimalisasi
pendayagunaan teknologi, integrasi data, dan kolaborasi antar wilayah untuk
mewujudkan kehidupan Jogja yang lebih sejahtera, sehat, nyaman, dan aman.
Dengan adanya good practice di daerah lain tersebut, maka Pemerintah Provinsi

Lampung dapat mengadopsi sesuai dengan kebutuhan daerah.

Meskipun demikian, upaya untuk menuju smart province seringkali ditemui
kendala yang hampir sama dihadapi dalam pengembangan smart city, seperti
penerapan yang masih bersifat abstrak, kurangnya pendanaan, masih rendahnya
keahlian TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), sulitnya menggabungkan
layanan publik, kurangnya partisipasi masyarakat, serta belum efektifnya
perencanaan smart province (Achmad et al., 2018). Sementara itu, Indrajit et al.
(2005) dalam Muhammad (2024) mengungkapkan bahwa tingkat kesiapan e-
government ditinjau melalui enam dimensi meliputi infrastruktur telekomunikasi,
tingkat konektivitas dan penggunaan Teknologi Informasi (TI) oleh pemerintah,
kesiapan sumber daya manusia di pemerintah, ketersediaan anggaran, perangkat

hukum, dan perubahan paradigma.

Provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang mengembangkan
konsep smart province pada pemerintahan daerahnya. Pemerintah Provinsi
Lampung dalam hal ini melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Provinsi Lampung telah membahas mengenai smart province melalui
Focus Group Discussion (FGD) yang membahas mengenai “Smart Province,
Smart Village, dan Smart School” pada tahun 2019. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung memberikan penekanan
bahwa konsep smart province dapat dikembangkan melalui sinkronisasi dan

integrasi pada data-data yang telah ada melalui penentuan aplikasi dari berbagai



organisasi perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota

(bappeda.lampungprov.go.id, 2019 diakses pada 15 Agustus 2024).

Upaya pengembangan smart province saat ini masih mengacu pada Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung. Pada Peraturan
Gubernur ini konteks yang mengacu terhadap aspek perencanaan smart province
adalah terkait dengan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu
kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan
pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu, serta penjelasan mengenai
Peta Rencana SPBE yaitu dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan

SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik tahun 2022, Provinsi
Lampung memiliki rincian Indeks Pembangunan TIK dan Subindeks yang meliputi
akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK pada rentang
waktu 2021-2022 sebagai berikut:

m2021 m2022

—_
=)

5,58 5,63

S = N W h N N O 0 O

Gambar 2. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) Provinsi Lampung Tahun 2021-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)



Tabel 2. Subindeks Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (IPTIK) Provinsi Lampung 2021-2022 dalam Badan Pusat

Statistik (2022)
No. Subindeks IPTIK 2021 2022
1. Akses dan Infrastruktur TIK 5,68 5,57
2. Penggunaan TIK 4,78 5,05
3. Keahlian TIK 6,80 6,77

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan data pada gambar dan tabel 2, dapat dipahami bahwa Indeks
Pembangunan TIK di Provinsi Lampung pada rentang waktu tahun 2021-2022
mengalami peningkatan hanya sebesar 0,05 di mana pada tahun 2021 Indeks
Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) Provinsi Lampung
pada skor 5,58, sementara pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang kurang
signifikan yaitu dengan skor 5,63. Sementara itu, dirincikan lebih lanjut terdapat
Subindeks TIK Provinsi Lampung dalam rentang tahun 2021-2022 mengalami
penurunan poin subindeks pada akses dan infrastruktur, serta keahlian TIK (Badan
Pusat Statistik, 2022). Dengan demikian, pemerintah daerah Provinsi Lampung
perlu membenahi berbagai kelengkapan TIK terutama yang digunakan dalam

menunjang pengembangan smart province.

Upaya pengembangan smart province di Provinsi Lampung memerlukan kesiapan
tata kelola pemerintahan digital (e-government readiness) oleh pemerintah daerah.
Damanik & Purwaningsih (2018) mengungkapkan bahwa kesiapan implementasi
TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) atau [ICT (Information and
Communication Technology) Readiness dipahami sebagai kemampuan suatu
organisasi dalam membangun dan mengadopsi TIK (Teknologi Informasi
dan Komunikasi). Mengukur kesiapan organisasi pemerintah menjadi hal yang
penting untuk dilakukan sebelum maupun saat pengimplementasian e-government
yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah. Hal ini selaras dengan
pendapat Damanik (2019) bahwa dalam mengimplementasikan TIK (Teknologi
Informasi dan Komunikasi) termasuk pada program smart province, perlu
memperhatikan kesiapan secara matang dari berbagai aspek, seperti sumber daya

manusia, infrastruktur teknologi dalam rangka memenuhi kebutuhan umum, serta



tata kelola yang meliputi kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata

pelaksanaan pembangunan smart province.

Tata kelola pemerintahan digital (digital governance) oleh pemerintah daerah
memerlukan proses perencanaan yang matang untuk meninjau berbagai komponen
kelengkapan dalam mengoptimalkan pengimplementasian program melalui analisis
mendalam untuk mengetahui kesiapan penerapan pemerintahan berbasis elektronik
(e-government readiness). Menurut Herawati & Djunaedi (2020), pada dasarnya
pengukuran kesiapan daerah dalam menerapkan konsep smart city di daerahnya
akan mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang
dihadapi, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan perencanaan
strategi yang akan diterapkan. Selain itu, Nugroho (2020) mengemukakan bahwa
penilaian terhadap tingkat kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (e-
government readiness) memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi isu atau
permasalahan yang ada, sehingga dapat merumuskan alternatif kebijakan yang
sesuai. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan implementasi e-
government yang sejalan dengan tingkat kesiapan yang dimiliki, serta didasarkan

pada bukti-bukti yang relevan.

Berdasarkan pra-riset yang dilakukan oleh peneliti, Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung telah melaksanakan proses perencanaan
pembangunan smart province, serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Provinsi Lampung memberikan tupoksi khusus kepada Bidang Tata Kelola
Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam melakukan penyelenggaraan ekosistem
TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) smart province. Akan tetapi, temuan
di lapangan menunjukkan bahwa pemerataan terhadap kualitas digitalisasi di
pemerintah masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti terjadi ketimpangan
infrastruktur ataupun keterbatasan sumber daya manusia yang mendukung

pengembangan teknologi.

Meskipun demikian, pemerintah daerah Provinsi Lampung masih memerlukan
kesiapan dari berbagai aspek untuk melihat kematangan tata kelola pemerintahan
digital dalam proses pengembangan smart province. Proses perencanaan memiliki

peran yang krusial dalam suatu kebijakan publik karena potensi keberhasilan



implementasi dapat terlihat dari kematangan perencanaan atau formulasi kebijakan
dengan melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola
pemerintahan digital (digital governance) dalam pengembangan smart province di
Provinsi Lampung. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kesiapan Digital Governance pada
Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Smart Province di Provinsi

Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan yang dibahas
dalam penelitian ini adalah bagaimana kesiapan digital governance pada
pemerintah daerah dalam pengembangan smart province di Provinsi Lampung

berdasarkan penilaian e-government readiness?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan suatu target atau sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu,
tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara
mendalam mengenai kesiapan digital governance pada pemerintah daerah dalam
pengembangan smart province di Provinsi Lampung berdasarkan penilaian e-

government readiness.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada penelitian ini, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat

memberikan manfaat dalam segi teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut ini:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan keilmuan [lmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan
dengan digitalisasi tata kelola pemerintahan atau digital governance.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan
rekomendasi mengenai kesiapan digital governance pada pemerintah daerah
dalam pengembangan smart province sebagai bahan untuk merumuskan
berbagai rencana kebijakan yang terkait dengan smart province di Provinsi

Lampung.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai salah satu kerangka acuan

dalam memperkaya teori yang digunakan terhadap kajian penelitian yang

dilakukan. Peneliti menggunakan tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan

dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini merupakan penelitian

terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No. Nama Judul Hasil Penelitian Relevansi Penelitian
Peneliti,
Tahun
1. (Damanik & Kesiapan E- Hasil penelitian Dari hasil penelitian
Purwaningsih, = Government menunjukkan ~ bahwa tersebut, persamaan
2018) Pemerintah kesiapan pemerintah  penelitian terletak pada
Daerah Menuju Kabupaten Mandailing pembahasan penelitian
Pengembangan  Natal dalam yang membahas
Smart Province pelaksanaan e- mengenai kesiapan
(Studi Pada government belum pemerintah daerah
Pemerintah maksimal. Hal ini menuju pengembangan
Kabupaten didasarkan pada smart province,
Mandailing beberapa aspek pada sementara itu perbedaan
Natal, Provinsi pengukuran  kesiapan penelitian terletak pada
Sumatera Utara) masih belum dapat lokus penelitian di mana
terpenuhi. penelitian Damanik &
Purwaningsih  berlokus
pada pemerintah
Kabupaten Mandailing
Natal, sedangkan
peneliti memiliki lokus
penelitian pada
pemerintah provinsi
tepatnya pada Badan
Perencanaan dan
Pembangunan  Daerah
Provinsi Lampung.

2. (Muhammad,  Analisis Hasil penelitian Berdasarkan hasil
2024) Kesiapan E- menunjukkan = bahwa penelitian tersebut,
Government dimensi partisipasi persamaan penelitian
dalam masyarakat,  regulasi, terdapat pada
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3.

(Sari
2019)

Mewujudkan
Smart
Governance di
Kabupaten
Muna Provinsi
Sulawesi

Selatan

dkk., Kesiapan
Daerah Menuju
Jawa Barat
Smart Province

serta peran aktif
pemerintah masih
kurang, akan tetapi pada
dimensi kesiapan SDM
pada pemerintah daerah,

tingkat konektivitas
penggunaan TI, dan
perubahan  paradigma
sudah berjalan baik.
Infrastruktur

telekomunikasi di

Kabupaten Muna dapat
dikatakan sudah berjalan
dengan baik, hanya saja
pada infrastruktur
jaringan masih belum
maksimal terkhusus
daerah pelosok yang
masih  sulit  dalam
mengakses internet.
Smart governance pada
Kabupaten Muna dalam
mengambil  keputusan
selalu melibatkan
partisipasi masyarakat.
Masyarakat yang
diwakilkan oleh kepala
kecamatan mengadakan

musyawarah  rencana
pembangunan

(musrenbang) bersama
Bupati Muna yang
diadakan tiap tahun.
Kesimpulan pada
penelitian ini bahwa

kesiapan e-government

dalam upaya
mewujudkan smart
governance di
Kabupaten Muna
berjalan cukup baik.

Hasil penelitian
menunjukkan ~ bahwa
dari aspek kesiapan

daerah, enam daerah
yang menjadi sampel
penelitian menunjukkan
kesiapan dalam
menyongsong Jabar
Smart Province (JSP),
namun dengan kategori

berbeda-beda. Kota
Banjar sedang
menyiapkan  berbagai

terutama pada indikator
tata kelola yang menjadi
dasar pelaksanaan

pembahasan penelitian
yang membahas
mengenai kesiapan e-
government (tata kelola
pemerintahan  berbasis
elektronik)

menggunakan analisis e-
readiness, sementara itu

perbedaan penelitian
terletak pada  fokus
pembahasan di mana
penelitian Muhammad
memilih  fokus pada
perwujudan smart
governance, sementara

dalam penelitian ini
peneliti memiliki fokus
yang lebih luas terhadap

pengembangan  smart
province.

Dari hasil penelitian
tersebut, terdapat
persamaan  penelitian
yang terletak pada fokus
pembahasan berupa
analisis kesiapan
pemerintah daerah dalam
mewujudkan smart
province. Sementara itu,
perbedaan penelitian
terletak  pada  lokus
penelitian di  mana
penelitian yang
dilakukan oleh peneliti
sebelumnya
memfokuskan pada
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implementasi TIK
(Teknologi  Informasi
dan Komunikasi).

Sementara itu, Kota
Cimahi  telah  siap

dengan tata kelola yang
telah
diimplementasikan,
infrastruktur yang telah
terintegrasi, dan
sebagian layanan sudah
terintegrasi dan
inventarisasi  layanan
yang dilakukan.
Kemudian, pada
Pemerintah Kabupaten
Cirebon terlihat pada
tingkat kematangan
yang telah dikatakan
baik  karena  sudah
melakukan sharing data.
Selanjutnya, pada
Pemerintah Kabupaten
Purwakarta Pemerintah
Kota  Bogor, serta
Pemerintah Kabupaten
Garut telah menyiapkan
diri menuju JSP, hal ini
dapat  terlihat  dari
dilakukannya inisiasi
dalam  pengembangan
layanan berbasis TIK
(Teknologi  Informasi
dan Komunikasi)
meskipun masih secara
parsial.

Gambaran  mengenai
kesiapan daerah menuju
Jabar Smart Province

ini  dapat  menjadi
informasi bagi
pemerintah

kabupaten/kota dengan
pemerintah provinsi

dalam  menyelaraskan
program-program yang
dapat mendorong
terwujudnya Jabar
Smart Province.

analisis kesiapan
beberapa kota di Jawa
Barat dalam
mewujudkan Smart

Province, sementara itu
dalam penelitian ini
peneliti  memfokuskan
lokasi penelitian pada
instansi yang memiliki
tugas dan wewenang
dalam  pengembangan
Smart  Province  di
Provinsi Lampung, yaitu
Badan Perencanaan
Pembangunan  Daerah
Provinsi Lampung.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)
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Berdasarkan penelitian terdahulu pada tabel 3, maka dapat disimpulkan bahwa
relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada identifikasi
kesiapan e-government maupun kesiapan daerah dalam mendukung konsep smart
governance atau smart province. Sementara itu, perbedaan penelitian ini dengan
penelitian terdahulu terletak pada penggunaan teori yang lebih spesifik dan
mencakup aspek kesiapan secara lebih menyeluruh di mana penelitian ini
menggunakan teori e-readiness framework STOPE yang dikemukakan oleh Al-

Osaimi et al. (2008).

Selain penelitian terdahulu, untuk meninjau pemetaan tren penelitian mengenai
topik kesiapan digital governance melalui analisis kesiapan elektronik
pemerintahan (e-government readiness) dalam pengembangan smart province,
peneliti menggunakan alat pendukung dalam penelitian ini yaitu perangkat lunak
(software) VOSviewer. Peneliti juga menggunakan database pencarian artikel
ilmiah melalui aplikasi Harzing’s Publish or Perish 8§ dan mencari berdasarkan kata
kunci seperti: smart province, smart city, digital governance, e-government
readiness, dan local government. Sementara itu, sumber artikel diperoleh melalui
sistem pencarian Google Scholar, Crossref, dan ScienceDirect (Scopus). Melalui
pencarian tersebut, maka peneliti mengumpulkan sekitar 450 artikel ilmiah yang
kemudian dipetakan dan divisualisasikan melalui VOSviewer berdasarkan kata

kunci yang terkait.

composite indicators methodology
+ cor tion
sustainable urban development o demgracy
crowdseurcing govegiiance
sustaifiable city
L g data sharifigland privacy
urban infermatics indggigsia =
smartcities
innovation diffusion
- 9 readiiess internet of things
smart city ’ = resilience
developinggcountries di% sustainability
climate change
local government
public perception ) climate adaptation
huflian-centric
artificial intelligence (ai) assessment tools
context-complexity
e-goverpment
publiesupport
@ VOSviewer I :
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 3. Overlay Visualization VOSviewer
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025
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Gambar tersebut menampilkan overlay visualization yang menganalisis keterkaitan
topik dengan memperlihatkan hubungan antar kata kunci yang saling beririsan dan
membentuk interdicisplinary research. Dalam tampilan tersebut, muncul kata
kunci utama (dapat terlihat melalui node besar) yaitu “e-government”, “local
government”, dan “readiness”, yang terhubung secara langsung dengan kata kunci
“smart city” (merupakan bentuk awal smart province). Hal ini mengindikasikan
bahwa aspek tata kelola pemerintahan digital dan kesiapan pemerintah daerah
menjadi isu penting dalam literatur pembangunan kota cerdas. Hal ini mendukung
relevansi penelitian yang dilakukan.

Node dengan warna biru menandakan dominan pada periode 2019-2020, sementara
node kuning menandakan artikel dari tahun 2023 hingga 2024 yang
memperlihatkan tren perkembangan topik di setiap tahunnya. Dengan demikian,
hasil pemetaan ini tidak hanya menunjukkan kesesuaian topik penelitian dengan
tren global, namun juga memberikan dasar kuat dalam memilih variabel-variabel
relevan dalam analisis kesiapan digital governance. Melalui visualisasi tersebut
juga mempertegas pentingnya sinergi antara aspek tata kelola, teknologi, serta
dukungan dan partisipasi SDM dalam membangun ekosistem smart province yang

ideal.

2.2 Tinjauan Tentang E-Government

2.2.1 Definisi E-Government
Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
Government, e-government dapat dipahami sebagai upaya untuk
menyelenggarakan kepemerintahan berbasis elektronik dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
Aktivitas pemanfaatan teknologi informasi ini berkaitan pada dua hal,
yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan
proses kerja secara elektronis, serta pemanfaatan kemanjuan teknologi
informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah

oleh masyarakat.
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Menurut Wicaksono (2023), e-government didefinisikan sebagai
transformasi proses dan struktur melalui penerapan teknologi informasi
dan komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola
yang mencakup perbaikan dalam kualitas layanan publik, peningkatan
partisipasi masyarakat, serta penguatan akuntabilitas pemerintah.
Sementara itu, Irma dkk. (2023) mendefinisikan e-government sebagai
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam
menjalankan pemerintahan, terutama dalam rangka meningkatkan
aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat dan penyediaan layanan
masyarakat. Penerapan e-govermment 1ini dimaksudkan untuk
mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan dengan
mengubah proses pelayanan konvensional menjadi prosedur pelayanan

berbasis internet.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa e-government merupakan
upaya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan
publik secara efektif dan efisien. Melalui penerapan e-government
maka diharapkan pelayanan publik dapat lebih mudah diakses, serta
mampu  meningkatkan  partisipasi  masyarakat, akuntabilitas

pemerintah, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Klasifikasi E-Government

E-government diklasifikasikan menjadi empat tipe relasi menurut

Indrajit (2016), di antaranya yaitu:

1. Government to Citizens (G2C)
Government to Citizens diartikan sebagai penerapan e-government
dengan mekanisme pemerintah membangun dan mengaplikasikan
teknologi informasi dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan
atau interaksi dengan masyarakatnya. G-to-C berupaya untuk
menghubungkan pemerintah dengan masyarakat melalui internet

dan sistem digital lainnya agar masyarakat dapat lebih mudah
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mengakses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk
pemenuhan kebutuhan.

2. Government to Business (G2B)
Government to Business ditujukan untuk membentuk lingkungan
bisnis yang kondusif sebagaimana ditujukan untuk penstabilisasi
roda perekonomian sebuah negara. Pada pelaksanaan aktivitas
bisnis, perusahaan swasta membutuhkan beragam data dan
informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Dengan demikian,
dibutuhkan relasi yang baik antara pemerintah dan swasta yang
tidak hanya memperlancar aktivitas perusahaan, namun juga
memberikan keuntungan kepada pemerintah apabila terjadi
interaksi yang baik dan efektif.

3. Government to Government (G2QG)
Government to Government ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
interaksi antar pemerintah untuk memperlancar proses kerjasama
terhadap internal pemerintahan. Bentuk G-fo-G ini sebagai bagian
dari e-government yang dimaksudkan untuk menguatkan internal
pemerintah agar mampu saling terintegrasi baik di tingkat pusat
maupun daerah.

4. Government to Employees (G2E)
Government to Employees diperuntukkan dalam rangka
meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan sebagai pelayan
masyarakat di berbagai institusi. G-to-E ini digunakan untuk
memudahkan aparatur pemerintahan dalam menjalankan segala
aktivitas baik dalam kegiatan atau proses pemerintahan maupun

kegiatan melayani kebutuhan publik.

2.2.3 Tahapan Pengembangan E-Government
Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
Government, pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui

empat tingkatan berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan
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publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi,
meliputi:
1. Tingkat Pertama, persiapan yang meliputi:

pembuatan situs informasi di setiap lembaga;

b. penyiapan sumber daya manusia;

c. penyiapan sarana akses yang mudah, misalnya penyediaan
sarana Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center,
dan lain-lain; serta

d. sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk
publik.

2. Tingkat Kedua, pematangan yang meliputi:

a. pembuatan situs informasi publik interaktif; serta

b. pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
3. Tingkat Ketiga, pemantapan yang meliputi:

a. pembuatan situsi transaksi pelayanan publik; serta

b. pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan
lembaga lain.

4. Tingkat Keempat, pemanfaatan yang meliputi:

a. pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B,

dan G2C yang terintegrasi.

2.3 Tinjauan Tentang Digital Governance

2.3.1 Konsep Digital Governance
Digital governance menjadi bentuk pengembangan dari konsep e-
government yang saat ini sedang dilakukan pengembangan di Indonesia.
Meskipun demikian, produk hukum pada e-government masih mengacu
pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023
tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan
Digital Nasional. Peraturan ini menjelaskan bahwa Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sebelumnya mengacu pada
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan
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Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan
yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Digital governance merupakan kerangka kerja untuk menetapkan
akuntabilitas, peran, dan wewenang pengambilan keputusan untuk
menghadirkan digitalisasi pada suatu organisasi, yang berarti situs web,
situs seluler, saluran sosial, dan semua produk serta layanan berbasis
internet dan web lainnya. Memiliki kerangka kerja digital governance
yang dirancang dengan baik akan dapat meminimalkan jumlah
perdebatan taktis mengenai sifat dan pengelolaan kehadiran digital pada
suatu organisasi (Welchman, 2015).

Algazo et al. (2021) mengemukakan bahwa digital governance
merupakan bentuk penggunaaan teknologi informasi dalam kegiatan
pengoperasional dalam pemerintahan untuk dapat meningkatkan
penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat dan pengguna layanan
pemerintah lainnya, serta sebagai bentuk integrasi antara pemerintah
dengan lingkungan politik, sosial, administratif, dan lingkungan yang
lebih luas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa digital
governance adalah kerangka kerja yang mengatur struktur, proses, dan
tanggung jawab yang mencakup perencanaan, pengelolaan, dan
pemanfaatan teknologi digital di dalam pemerintahan untuk
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integrasi dengan berbagai

pemangku kepentingan.

Ruang Lingkup Digital Governance
Welchman (2015) mengungkapkan terdapat tiga ruang lingkup digital
governance, yaitu sebagai berikut:
1. Strategi Digital (Digital Strategy)
Strategi digital dapat diartikulasikan sebagai pendekatan dalam
organisasi publik untuk memanfaatkan kemampuan teknologi

informasi dan komunikasi (TIK). Dalam strategi digital diperlukan
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penyertaan terhadap serangkaian sumber daya yang tepat untuk

mengidentifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk

menetapkan strategi digital pada suatu organisasi publik. Strategi
digital memiliki dua aspek penting yaitu:

a) Prinsip Panduan, yaitu sebagai pedoman bagi para pemangku
kepentingan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas nilai-
nilai organisasi secara digital.

b) Sasaran Kinerja, yaitu sebagai bentuk pendefinisian secara
kuantitas terhadap kesuksesan penerapan digital pada suatu
organisasi.

2. Kebijakan Digital (Digital Policy)
Kebijakan digital merupakan pernyataan panduan yang ditetapkan
oleh organisasi publik untuk mengelola risiko dan memastikan
tujuan organisasi dapat berjalan melalui digitalisasi. Dalam
kerangka digital governance, kebijakan digital memberikan
pandangan relatif objektif, terinformasi, dan bersifat komprehensif
terhadap implikasi digital bagi organisasi yang menerapkannya.

Kebijakan digital ini ini perlu diselaraskan dengan kebijakan lain

yang dikeluarkan oleh suatu organisasi publik agar kebijakan

mampu saling terintegrasi.
3. Standar Digital (Digital Standards)
Standar digital diartikan sebagai upaya organisasi publik dalam
memastikan berjalannya kualitas dan efektifivitas digitalisasi secara
optimal, serta bersifat luas dan mendalam. Standar digital ini
berkaitan dengan pengalaman pengguna dan strategi dalam
penyelesaian masalah secara keseluruhan, sehingga dibutuhkan
sumber daya yang juga luas dan mendalam untuk berkontribusi

dalam penerapan standar digital agar sesuai dengan prosedur.
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2.3.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Digital Governance

1.

Faktor Pendukung Digital Governance

Hansiden (2024) mengungkapkan teknologi digital memiliki

pengaruh besar terhadap proses penyelenggaraan tata kelola

organisasi dan pemerintahan. Berikut merupakan faktor pendukung

dalam penerapan digital governance, yaitu sebagai berikut:

a)

b)

d)

Mempercepat dan Memudahkan Akses Informasi

Teknologi digital yang diadaptasi oleh organisasi pemerintah
sebagai penunjang tata kelola akan memungkinkan akses
informasi yang lebih cepat, serta memudahkan organisasi publik
dalam pengambilan keputusan secara akurat dan tepat.
Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Layanan

Tata kelola pemerintahan digital akan memungkinkan organisasi
publik dalam menjalankan kegiatan operasional dan proses
otomatisasi secara efektif dan efisien.

Memperkuat Partisipasi Publik

Penerapan digital governance akan memungkinkan peningkatan
partisipasi publik yang lebih luas dan transparan dalam proses
pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal ini akan berimplikasi terhadap peningkatan legitimasi
masyarakat terhadap pemerintah.

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Melalui tata kelola pemerintahan dengan mengadaptasi
teknologi digital, maka proses penyampaian keputusan yang
diambil oleh pemerintah dapat lebih mudah diakses oleh
masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan peningkatan
keterbukaan informasi terhadap berbagai kebijakan, program,
dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yang juga
menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap

kebijakan yang diambil.



e)

21

Meningkatkan Kolaborasi Antar Organisasi

Adaptasi digital governance memungkinkan kolaborasi yang
lebih baik antara organisasi dan pemerintah maupun pemerintah
dan masyarakat yang dapat meningkatkan efektivitas tata kelola

pemerintahan.

2. Faktor Penghambat Digital Governance

Menurut Kuntoro & Suseno (2024), terdapat berbagai faktor

penghambat dalam penerapan digitalisasi di sektor pemerintahan

terutama pada layanan publik, di antaranya yaitu:

a)

b)

Infrastruktur Teknologi yang Kurang Memadai

Kendala pada kondisi infrastruktur teknologi yang kurang
memadai menjadi salah satu hambatan dalam proses menuju
pemerintahan digital. Hambatan ini menyebabkan upaya
penyediaan layanan publik yang efisien dan inklusif menjadi
lebih lambat. Salah satu penyebab dari belum memadainya
infrastruktur teknologi ini adalah kesenjangan akses dan kualitas
layanan internet antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta
masith rendahnya partisipasi masyarakat yang menimbulkan
terhambatnya penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Keterampilan Digital

Urgensi terhadap adaptasi dalam sistem kerja melalui digital
mengungkapkan keterbatasan keterampilan digital oleh para
aparatur pemerintah dan menuntut kapasitas mereka dalam
digitalisasi. Selain itu, kekurangan keterampilan digital
menghambat kemampuan institusi pemerintah dalam penyediaan
layanan yang lebih responsif, efektif, dan inovatif terhadap
kebutuhan masyarakat.

Lemahnya Keamanan Siber dan Privasi Data

Privasi data dan keamanan siber menjadi salah satu hal krusial
dalam menunjang penerapan digitalisasi pada pelayanan publik.
Timbulnya kekhawatiran terhadap keamanan dalam privasi data

muncul seiring dengan berbagai permasalahan yang terjadi



22

selama proses adopsi teknologi digital yang dilakukan oleh
pemerintah. Bentuk digitalisasi pemerintah dalam layanan
publik semakin meningkatkan risiko eksklusi digital dan
menimbulkan berbagai pertanyaan oleh masyarakat terkait data
pribadi mereka. Potensi penyerangan keamanan digital ini
disebabkan oleh infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) yang tidak memadai serta kurangnya
kesadaran dan keterampilan keamanan siber pada pengelola dan

pengguna layanan publik.

2.4 Tinjauan Tentang Kesiapan Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-

Government Readiness)

2.4.1 Definisi Kesiapan Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-

Government Readiness)

Definisi kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (e-government

readiness) dapat dipahami melalui berbagai pandangan dan konsep yang

dikemukakan oleh para ahli yang dapat mencakup berbagai pandangan

dan definisi terhadap konsep kesiapan elektronik pemerintahan. Adapun

beberapa definisi kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (e-

government readiness), yaitu:

1.

Basri (2024) mengungkapkan kesiapan pemerintahan berbasis
elektronik atau e-government readiness merupakan bentuk
kemampuan lembaga pemerintah dalam menggunakan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengubah layanan publik
yang bersifat konvensional menjadi layanan publik berbasis
teknologi.

Menurut Majapahit & Hexagraha (2021) kesiapan pemerintahan
berbasis elektronik (e-government readiness) merupakan bentuk
dari kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai
upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dalam pembangunan

wilayahnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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3. Chipembele & Bwalya (2016) mengemukakan kesiapan
pemerintahan berbasis elektronik (e-government readiness) sebagai
kesiapan kemampuan dan kapasitas stakeholders dalam
pengintegrasian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
sebagai proses penyelenggaraan organisasi dengan memanfaatkan
berbagai peluang digital untuk memberikan informasi dan

pengetahuan kepada masyarakat.

Sementara itu, Nento et al. (2017) mengungkapkan bahwa kesuksesan
dalam penerapan digital governance dengan melihat sejauh mana
bentuk kesiapan pemerintahan dalam menyikapi kelemahan-kelemahan
yang ada. Efektifitas hasil pengukuran e-government readiness dapat
ditentukan dengan meninjau persoalan-persoalan yang ada,
merumuskan solusi, dan menetapkan faktor dan indikator e-government
readiness yang relevan.

Dengan adanya pengertian menurut para ahli tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (e-
government readiness) adalah kemampuan pemerintah dan pemangku
kepentingan lainnya untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) dalam meningkatkan layanan publik dan kinerja

pemerintahan.

Model-Model Kesiapan Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-
Government Readiness)

Pengembangan berbagai model dan alat penilaian untuk kesiapan
penerapan pemerintahan berbasis elektronik (e-government readiness)
memiliki berbagai variasi dalam tujuan, metodologi, dan hasil. Berikut
beberapa model e-readiness yang dapat digunakan untuk menganalisis
kesiapan pemerintah dalam penerapan pemerintahan berbasis

elektronik.
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Model New e-Readiness Integrated Modern (Mutula & Brakel,
20006)

Mutula & Brakel (2006) mengemukakan bahwa penilaian kesiapan
elektronik menunjukkan pentingnya memperhatikan berbagai aspek
termasuk kemampuan organisasi atau individu dalam pemanfaatan
TIK di era informasi global. Adapun indikator new-readiness
integrated modern terdiri dari lima segmen diantaranya, yaitu
segmen kesiapan informasi, segmen kesiapan TIK, segmen
kesiapan organisasi, segmen kesiapan sumber daya manusia, dan

segmen kesiapan lingkungan eksternal.

Model e-Government Local Readiness (Indrajit et al., 2005)
Menurut Indrajit et al. (2005) penerapan e-government didasarkan
pada dua hal utama, yaitu kebutuhan masyarakat yang menjadi
prioritas utama saat ini dan ketersediaan sumber daya yang terdapat
pada domain masyarakat dan pemerintah dari suatu daerah. Berikut
merupakan faktor penentu yang digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan suatu daerah
dalam penerapan e-government, yaitu:
a) Infrastruktur Telekomunikasi
Dalam implementasinya, perangkat keras seperti tingkat kualitas
jaringan, dan infrastruktur teknologi menjadi salah satu faktor
penting dalam  penerapan  e-govermment. Penyediaan
infrastruktur telekomunikasi harus tersedia sesuai dengan
kebutuhan sebagai upaya untuk menunjang target maupun
sebagai prioritas pengembangan e-government. Akan tetapi,
pertimbangan terhadap potensi dan kemampuan maupun status
pengembangan infrastruktur telekomunikasi juga perlu
diperhatikan apabila masih terdapat daerah yang minim kualitas

infrastruktur telekomunikasi.
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b) Tingkat Konektivitas dan Penggunaan Teknologi Informasi
Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah perlu
diperhatikan dan diamati untuk meninjau sejauh mana
penggunaannya dapat membantu dalam kegiatan birokrasi. Hal
ini dapat memperlihatkan sejauh mana kesiapan pemerintah
dalam penerapan e-government atau digital governance.

¢) Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan
Kompetensi dan keahlian sumber daya manusia di lembaga
pemerintahan perlu ditinjau lebih dalam untuk melihat performa
mereka dalam penerapan e-government. Semakin tinggi literasi
teknologi informasi (information technology literacy) aparatur
pemerintah, maka semakin siap organisasi publik dalam
menerapkan e-government.

d) Ketersediaan Dana dan Anggaran
Pemerintah daerah perlu memiliki jaringan yang cukup dan
memadai terhadap berbagai sumber dana dan memiliki otoritas
dalam menganggarkan perlengkapan dalam menunjang
penerapan e-government. Dana dan anggaran yang dibutuhkan
ini tidak hanya sebagai sumber investasi, namun juga
memerlukan anggaran dalam hal biaya operasional,
pemeliharaan, dan pengembangan.

e) Perangkat Hukum
Konsep e-government memiliki keterkaitan dengan penciptaan
dan pendistribusian data atau informasi dari satu pihak ke pihak
lainnya, permasalahan dalam keamanan data atau informasi,
serta hak cipta intelektual seperti perlunya perlindungan melalui
undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Pemerintah
perlu memiliki perangkat hukum khusus untuk menjamin
terciptanya e-government yang kondusif.

f) Perubahan Paradigma
Penerapan e-government merupakan suatu proyek manajemen

perubahan (change management) yang memerlukan perubahan
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terhadap paradigma ataupun cara berpikir. Perubahan terhadap
paradigma membutuhkan kesadaran dan keinginan untuk
merubah cara kerja, sikap, perilaku, dan kebiasaan para aparatur
pemerintahan. Apabila sumber daya manusia di pemerintahan
tidak memiliki keinginan terhadap suatu perubahan, maka dapat

dikatakan belum siap dalam menerapkan konsep e-government.

3. Model E-Readiness Framework STOPE (Al-Osaimi et al., 2008)

o N
m e | g
N

TECHNOLOGY: ICT

Basic
Infrastructure

e-Services
Infrastructure

Support

Provisioning

PEOPLE

ICT Awareness

=

ORGANIZATION

ICT Regulations

ICT Jobs

Skills Management

[ ICT Cooperation

ICT Education

[ ICT Management ]

ENVIRONMENT

Knowledge

General
Infrastructure

=
g

B
&
=

=

=]

P
Ea

Gambar 4. E-Readiness Framework STOPE
Sumber: Al-Osaimi et al. (2008)

a) Strategi (Strategy)
Strategi menjadi faktor penting dalam kesiapan digitalisasi pada
pemerintahan. Strategi ini berkaitan dengan pencapaian visi dan
menyelesaikan misi melalui perencanaan yang sesuai dengan
pengembangan proyek untuk mencapai rencana dan
mengarahkan pada implementasi proyek. Strategi dalam

mewujudkan smart province ini berkaitan dengan kompleksitas,
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proses jangka panjang, serta bergantung pada komitmen
berkelanjutan untuk langkah yang jelas menuju keberhasilan
implementasi (Utomo & Hariadi, 2016). Domain strategi
meliputi kepemimpinan berorientasi Teknologi Informasi dan
Komunikasi (IT leadership) dan rencana pengembangan untuk
masa depan (future development plans).

Teknologi (Technology)

Teknologi dalam e-government readiness berkaitan dengan
kesiapan dalam infrastruktur dan teknologi yang memadai
sebagai langkah dalam pengembangan dan penerapan digital
governance. Teknologi dimanfaatkan penggunaannya dalam
memperoleh informasi dari aspek pengumpulan, pemrosesan,
penggunaan, integrasi, dan berbagi data melalui layanan berbasis
digitalisasi (Saptadi et al., 2020). Teknologi ini meliputi empat
tingkatan penerapan, meliputi infrastruktur komunikasi dan
informasi dasar (communication and basic information
structure), infrastruktur layanan elektronik Teknologi Informasi
dan Komunikasi (/CT e-service infrastructure), penyediaan TIK
(ICT provisioning), dan dukungan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (ICT support).

Organisasi (Organization)

Konteks organisasi didasarkan pada penyediaan produk TI
(teknologi informasi) atau layanan daring yang digunakan oleh
pemerintah maupun masyarakat. Aspek organisasi ini berkaitan
dengan pengintegrasian peraturan organisasi dengan manajemen
TIK (Ulya, 2020). Indikator organisasi memiliki tiga tingkatan
dalam mencapai digital governance, meliputi organisasi yang
memproduksi dan menggunakan teknologi informasi, organisasi
yang memproduksi dan menggunakan infrastruktur komunikasi
dan layanan internet dasar, serta organisasi yang memproduksi
dan menggunakan layanan internet tingkat lanjut, termasuk

penerapan e-government. Adapun sub-indikator organisasi
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diantaranya yaitu peraturan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (ICT regulations), kerja sama Teknologi Informasi
dan Komunikasi (/CT cooperation), dan manajemen Teknologi
Informasi dan Komunikasi (/CT management).

Sumber Daya Manusia (People)

Sumber daya manusia menjadi salah satu domain penting dalam
penilaian e-readiness karena tingkat kecanggihan penerapan
digital governance dipengaruhi oleh sumber daya aparatur
maupun pimpinan di pemerintahan. Sumber daya manusia pada
organisasi pemerintah meliputi staf dan pengguna teknologi
informasi, serta para regulator dan implementor di pemerintahan.
Indikator sumber daya manusia berkaitan dengan keterlibatan
aktor dalam organisasi yang berkaitan dengan pengetahuan,
keterampilan, motivasi sumber daya manusia dalam menerima
transformasi perubahan (Hikmah et al., 2022). Adapun sub-
indikator pada sumber daya manusia yaitu kesadaran Teknologi
Informasi dan Komunikasi (/CT awareness), pendidikan dan
pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (/CT education
and training), keterampilan dan pekerjaan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (ICT skills and jobs), dan manajemen
keterampilan ~ Teknologi  Informasi dan  Komunikasi
(Management of ICT skills).

Lingkungan (Environment)

Lingkungan menjadi salah satu komponen penting dalam
penilaian kesiapan penerapan teknologi dengan mengidentifikasi
isu-isu non-TIK yang memengaruhi status TIK. Aspek yang
terkait dengan kesiapan pemerintahan elektronik meliputi
berbagai komponen dalam lingkungan kebijakan yang
mempengaruhi sektor TIK dan penggunaan TIK (Nugroho,
2020). Adapun sub-indikator lingkungan meliputi pengetahuan

(knowledge), infrastruktur umum (general infrastructure),
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manajemen sumber daya dan ekonomi (resources and economy),

dan manajemen organisasi (organization).

Berdasarkan tinjauan mengenai model-model kesiapan pemerintahan
berbasis elektronik, maka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti
menggunakan model E-Readiness Framework STOPE yang
dikembangkan Al-Osaimi et al. (2008) dengan meninjau meninjau lima
indikator, yaitu indikator strategi (strategy) yang mengidentifikasi
faktor penting pada kesiapan digitalisasi di pemerintahan, indikator
teknologi (technology) yang mengidentifikasi kesiapan dalam
infrastruktur dan teknologi yang memadai dalam upaya pengembangan
dan penerapan digital governance, indikator organisasi (organization)
didasarkan pada konteks penyediaan produk teknologi informasi atau
layanan digital yang digunakan oleh pemerintah maupun masyarakat,
indikator sumber daya manusia (people) berkaitan dengan kesiapan
mengenai kesadaran, pendidikan dan pelatihan, keterampilan dan
pekerjaan, serta manajemen keterampilan teknologi informasi dan
komunikasi, dan indikator lingkungan (environment) berkaitan
penilaian kesiapan penerapan teknologi dengan mengidentifikasi isu-
isu non-TIK yang memengaruhi status TIK. Teori ini dipilih atas dasar
pengidentifikasian tiap indikator yang lebih lengkap dibandingkan teori
lainnya. Melalui analisis yang lebih lengkap, maka hal ini dapat
memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait kesiapan
digital governance pada pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam

pengembangan smart province.

2.4.3 Peran Kesiapan Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government
Readiness)
Menurut Nugroho (2020) penilaian terhadap e-readiness pemerintah
adalah untuk melihat sejauh mana e-government telah sesuai dengan
perencanaan awal dan dapat dijadikan patokan dalam menilai kesiapan

sebuah institusi dalam mengimplementasikan digital governance.
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Kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (e-government readiness)
berperan dalam menilai tingkat kesiapan pemerintah dalam
mengidentifikasi isu atau permasalahan untuk merumuskan alternatif
kebijakan yang tepat dan mencapai keberhasilan kebijakan dalam
penerapan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) sesuai
dengan tingkat kesiapannya dan berdasarkan pada hal-hal yang
memadai dalam suatu organisasi pemerintah (Nugroho & Purbokusumo,
2020). Adapun peran penting e-government readiness di antaranya
yaitu:

1. Penilaian terhadap e-government readiness dapat berguna untuk
memahami dan mengidentifikasi peluang-peluang yang penting dan
relevan untuk pembangunan dalam pemanfaatan TIK (teknologi
informasi dan komunikasi).

2. Penilaian terhadap e-government readiness dapat memungkinkan
pemerintah untuk menetapkan, mengukur, dan mencapai tujuan
penerapan digital governance.

3. Pengembangan dan penilaian e-government readiness sangat
penting untuk mendapatkan hasil yang dapat digunakan untuk
mempercepat tindakan, meningkatkan daya saing global, dan
menggunakan sumber daya yang terbatas secara lebih baik.

4. Penilaian e-government readiness dapat membantu stakeholders
dalam membuat keputusan yang sulit untuk menggunakan sumber
daya yang langka dan mengubah kekuatan yang ada menjadi
anggaran pendapatan baru.

5. Penilaian e-government readiness dapat mengungkapkan hambatan
mana yang sepadan dengan investasi waktu dan dana perlu
dikorbankan dan mana yang perlu diatasi.

6. Penilaian e-government readiness yang disusun dengan baik akan
dapat memetakan posisi dan kondisi suatu negara, wilayah atau
daerah dan meningkatkan kekuatan kompetitif dan mempromosikan
bidang-bidang suatu daerah memiliki keunggulan dibandingkan

dengan daerah lainnya.
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2.5 Tinjauan Tentang Smart Province

2.5.1 Konsep Smart Province

Cohen (2015) mengungkapkan bahwa kota cerdas (smart city)
merupakan kota berwawasan masa depan yang dibangun atas kombinasi
‘cerdas’ melalui berbagai komponen yang mampu mengambil
keputusan secara mandiri dengan mengadaptasi teknologi. Sementara
itu, smart city dalam Purwanti (2017) merupakan kota yang
menggunakan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi untuk
mengatasi berbagai permasalahan perkotaan yang dialami. Berdasarkan
definisi tersebut, maka smart city merupakan kota yang
mengintegrasikan  teknologi informasi dan komunikasi untuk
mengoptimalkan pengambilan keputusan secara efektif dan efisien
dalam menyelesaikan permasalahan wilayahnya.

Smart province merupakan bentuk pengembangan dari konsep smart
city di Indonesia. Smart province ini merupakan bagian dari upaya untuk
mencapai Indonesia Cerdas (Smart Indonesia) yang menjadi amanat
dari Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya dalam upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa. Smart province ini dikembangkan sebagai langkah
untuk membangun digital governance dalam membantu proses
manajemen dan integrasi data untuk mendukung pengambilan kebijakan
yang tepat sasaran. Pemanfaatan teknologi sebagai upaya dalam
pengembangan potensi dan tata kelola di wilayah provinsi akan mampu
memberikan upaya pemerataan terhadap daerah kabupaten/kota dalam
akses terhadap berbagai komponen pembentuk smart province.

Untuk mengimplementasikan TIK, berbagai aspek harus dipersiapkan
dengan matang. Dalam hal penerapan TIK dalam organisasi, faktor
sosial dan budaya juga harus diperhatikan. Sementara itu, komponen
utama yang harus dipertimbangkan ketika menyiapkan inisiatif TIK: (1)
Sumber daya manusia, yang mencakup jumlah dan kualitas sumber daya
manusia; (2) Teknologi, yang mencakup infrastruktur fisik, digital, atau
TIK, dan infrastruktur sosial untuk kepentingan publik; dan (3) Tata

kelola, yang mencakup hukum, lembaga, dan prosedur yang digunakan
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untuk mengimplementasikan pengembangan smart province (Damanik,
2019).

Pencapaian yang proporsional dari persyaratan ini menentukan kesiapan
program smart province. Ketika mengimplementasikan smart province,
ketiga faktor yang telah disebutkan sebelumnya perlu didistribusikan
secara bijak untuk memenuhi kebutuhan ekosistem TIK. Oleh karena
itu, untuk menentukan hal tersebut, diperlukan investigasi yang
komprehensif untuk mengevaluasi kesiapan pemerintah daerah dalam
melaksanakan proyek smart province. Memahami kondisi kesiapan
pemerintah daerah sangat membantu dalam menetapkan standar
implementasi dan mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan saat ini
sehingga persyaratan kesiapan elektronik dapat dipenuhi sebaik

mungkin.

Komponen Pembentuk Smart Province

Dengan mempertimbangkan kota dan kabupaten sebagai komponen dari
smart province, sebuah provinsi terdiri dari kota dan kabupaten yang
dipandang sebagai ‘city’, kesiapan daerah ditunjukkan dengan deskripsi
kematangan = komponen-komponen tata kelola pemerintahan,
infrastruktur TIK, dan layanan/aplikasi yang diadopsi dari model kota

cerdas.

—  Smart Economy

—  Smart People

— Smart Governance

—  Smart Mobility

Smart Province
]

— Smart Environment

— Smart Living

Gambar 5. Komponen Pembentuk Smart City (Cohen, 2015)
Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)
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Cohen (2015) mengemukakan terdapat enam indikator pembentuk

smart city yang juga menjadi komponen dalam pembentuk smart

province, yaitu:

1. Ekonomi Cerdas (Smart Economy)
Ekonomi cerdas (smart economy) ini berkaitan dengan faktor-faktor
pada daya saing ekonomi seperti inovasi, kewirausahaan, merek
dagang, produktivitas dan fleksibilitas pasar tenaga kerja, serta
integrasi di pasar internasional. Menurut Purwanti (2017) ekonomi
cerdas (smart economy) dapat tercapai apabila tingkat perekenomian
dan kesejahteraan finansial masyarakat menjadi tinggi, serta
diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pendapatan
perkapita yang tinggi.

2. Masyarakat Cerdas (Smart People)
Masyarakat cerdas atau smart people berkaitan dengan kualitas
interaksi sosial masyarakat dalam hal integrasi dan keterbukaan
terhadap kehidupan publik yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada
pendidikan masyarakat saja. Masyarakat cerdas (smart people) ini
juga berkaitan dengan modal masyarakat yang teredukasi baik secara
formal maupun non-formal sehingga dapat terwujud individu dan
komunitas masyarakat yang berkualitas baik.

3. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (Smart Governance)
Tata kelola pemerintahan yang cerdas (smart governance)
mencakup aspek partisipasi politik dan layanan publik bagi
masyarakat, serta pelaksanaan fungsi administrasi melalui
pengintegrasian terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

4. Mobilitas Cerdas (Smart Mobility)
Mobilitas cerdas atau smart mobility berkaitan dengan aksesibilitas
lokal dan internasional meliputi ketersediaan teknologi informasi
dan komunikasi, serta sistem transportasi modern dan berkelanjutan.

5. Lingkungan Cerdas (Smart Environment)
Lingkungan cerdas atau smart environment dalam konteks ini

merupakan lingkungan yang bersifat keberlanjutan baik fisik
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maupun non-fisik, seperti pengelolaan sumber daya dan upaya
terhadap perlindungan lingkungan.

6. Kehidupan Cerdas (Smart Living)
Kehidupan yang cerdas atau smart living mengacu terhadap
tercapainya kualitas hidup dengan tersedianya kebutuhan
masyarakat, serta terakomodasinya aspek-aspek dalam kebudayaan

masyarakat.

2.6 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian merupakan sebuah gambaran dari konsep yang akan
menjelaskan mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian dan menjadi
acuan bagi peneliti untuk membuat batasan terhadap proses penelitian agar dapat
memfokuskan aspek masalah yang akan diteliti. Dasar pemikiran yang digunakan
oleh peneliti dalam penelitian ini merujuk pada kesiapan digital governance dengan
mengidentifikasinya melalui E-Readiness Framework STOPE yang meliputi
strategi (strategy), teknologi (technology), organisasi (organization), sumber daya
manusia (people), dan lingkungan (environment). Domain-domain tersebut
digunakan untuk menganalisis apakah penerapan digital governance pada
pemerintahan daerah telah siap untuk dapat diterapkan melalui penilaian terhadap
kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (e-government readiness) sebagai upaya

dalam pengembangan smart province di Provinsi Lampung.
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Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)




III.METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Menurut Creswell & Creswell (2018) metode penelitian kualitatif didefinisikan
sebagai jenis pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami situasi atau
fenomena sosial, peristiwa, individu, kelompok maupun interaksi tertentu dengan
cara mengontraskan, membandingkan, mereplikasi, mengelompokkan dan/atau
mengklasifikasikan objek penelitian. Selain itu, menurut Miles et al. (2014),
penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan melakukan kontak intens
dan/atau berkepanjangan dengan partisipan untuk menyelidiki kehidupan sehari-
hari dan/atau aktivitas khusus dari individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi

secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu.

Murdiyanto (2020) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis
penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam
kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik,
kompleks, dan rinci. Sehingga, penelitian kualitatif bersifat deskriptif
menggunakan analisis yang cenderung induktif, yaitu dengan melakukan

penyusunan konstruksi teori untuk mengungkapkan fakta penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif karena
peneliti berupaya memahami fenomena yang dijadikan sebagai topik penelitian
secara lebih mendalam terkait dengan kesiapan digital governance pada pemerintah
daerah dengan menggunakan alat analisis e-readiness dalam menganalisis kesiapan
pemerintahan berbasis elektronik (e- government readiness) dalam pengembangan
smart province di Provinsi Lampung melalui data dan fakta yang didapatkan di
lapangan melalui proses penelitian. Penelitian ini menggunakan purposive

sampling (pemilihan berdasarkan kriteria tertentu) di mana pemilihan lokasi
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didasarkan pada tupoksi instansi di Pemerintahan Provinsi Lampung sebagai

koordinator (leading sector) dalam pengembangan smart province.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan-batasan yang akan diteliti
dan mengetahui data-data yang relevan bagi peneliti agar mendapatkan hasil yang
diinginkan dari permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi fokus dalam
penelitian ini yaitu:

1. Penilaian kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (e-government readiness)
dalam penerapan tata kelola pemerintahan digital (digital governance) pada
pemerintah daerah untuk pengembangan smart province di Provinsi Lampung
melalui analisis E-Readiness Framework STOPE yang dikembangkan oleh Al-
Osaimi et al. (2008) melalui lima domain yang dianalisis Nugroho (2020),
meliputi:

1) Strategi (Strategy)

Peneliti menganalisis kesiapan strategi yang dimiliki oleh Pemerintah

Daerah Provinsi Lampung melalui 2 domain strategi, yaitu ditinjau dari:

a. Kepemimpinan berorientasi Teknologi Informasi (IT Leadership):
adanya arahan atau inisiatif pemimpin, dukungan dari pemerintah,
keterlibatan dan pengaruh pimpinan berbasis IT.

b. Rencana Pengembangan untuk Masa Depan (Future Development
Plans): kesiapan dalam hal perencanaan pemenuhan infrastruktur TIK
dasar, rencana kerjasama dalam bidang TIK, perencanaan pada sumber
daya manusia berbasis TIK, dan perencanaan diluar TIK sebagai
penunjang smart province.

2) Teknologi (Technology)

Peneliti melihat kesiapan pada aspek teknologi yang dimiliki oleh

Pemerintah dalam mengembangkan smart province di Provinsi Lampung

yang dilihat melalui beberapa sub-domain, yaitu:

a. Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informasi Dasar (ICT Basic
Infrastructure): kesiapan dalam aspek ketersediaan teknologi dan

infrastruktur dasar, serta kualitas atau kinerja TIK.
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b. Infrastruktur Layanan Elektronik Teknologi Informasi dan Komunikasi
(ICT e-Service Infrastructure): kesiapan dalam aspek ketersediaan
portal dan web e-government, ketersediaan aplikasi dan layanan
berbasis online.

c. Penyediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (/CT Provisioning):
kesiapan dalam aspek ketersediaan perangkat keras dan lunak, serta
perlindungan keamanan jaringan/data.

d. Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Support):
kesiapan dalam aspek ketersediaan dan penggunaan standar
pengelolaan dan pemanfataan TIK, memiliki dan menggunakan
standar/perlindungan keamanan jaringan/data, serta ketersediaan unit
dan maintenance.

3) Organisasi (Organization)

Peneliti meninjau kesiapan pada aspek organisasi yang dimiliki oleh

Pemerintah dalam mengembangkan smart province di Provinsi Lampung

yang dilihat melalui beberapa sub-domain, yaitu:

a. Regulasi Pemerintah TIK (ICT Government Regulation): kesiapan
dalam aspek ketersediaan regulasi e-government, adaptasi standar teknik
TIK, regulasi keamanan informasi, regulasi layanan internet, otorisasi
internet service provider, regulasi layanan government to business.

b. Kerjasama TIK (/CT Cooperation): adanya kerjasama dengan berbagai
pihak seperti industri swasta, sektor pendidikan dan penelitian, dan
sektor profesional dalam hal berbagi pengetahuan dan pengalaman yang
bertujuan untuk inovasi TIK.

c. Manajemen TIK (/CT Management): adanya penilaian berkala yang
bertujuan untuk evaluasi, fleksibel, dan mudah beradaptasi agar layanan
yang dihasilkan dapat tepat waktu dan berkualitas, menggunakan teknik
yang modern terhadap pemanfaatan TIK, biaya fasilitas TIK dan akses

serta biaya pemeliharaan sehubungan dengan manfaat yang diperoleh.
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4) Sumber Daya Manusia (People)

Peneliti meninjau kesiapan pada aspek sumber daya manusia yang dimiliki

oleh Pemerintah dalam mengembangkan smart province di Provinsi

Lampung yang dilihat melalui beberapa sub-domain, yaitu:

a. Kesadaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Awareness):
adanya literasi TIK, dukungan sistem pendidikan TIK, dan dukungan
media

b. Pelatihan dan Pendidikan TIK (/CT Education and Training):
kualifikasi pendidikan dan keterampilan berbasis TIK, serta pelatihan
khusus TIK terhadap aparatur.

c. Pekerjaan dan Kualifikasi TIK (/CT Qualification and Jobs): kesesuaian
keterampilan TIK pada pekerjaan, ketersediaan dan kebutuhan
keterampilan TIK, dan kualifikasi pendidikan TIK pada jabatan tertentu.

d. Manajemen Keterampilan TIK (Management of ICT Skilled): memiliki
keterampilan dan kinerja TIK berbasis produktivitas oleh aparatur.

5) Lingkungan (Environment)

Peneliti meninjau kesiapan pada domain lingkungan yang dimiliki oleh

Pemerintah dalam mengembangkan smart province di Provinsi Lampung

yang dilihat melalui beberapa sub-domain, yaitu:

a. Pengetahuan (Knowledge): adanya budaya dan dukungan kualitas
sistem pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

b. Sumber daya dan Ekonomi (Resource and Economy): adanya dampak
penerapan TIK terhadap perekonomian daerah.

c. Pengoorganisasian (Organization): adanya kepatuhan terhadap aturan,
kerjasama terhadap pihak lokal, nasional, dan internasional, dampak
budaya di tempat kerja, serta penerimaan dan tanggapan terhadap
budaya teknologi.

d. Infrastruktur Umum (General Infrastructure): adanya akses terhadap
fasilitas umum dasar berbasis teknologi, seperti instalasi listrik,

transportasi, sistem pos, maupun pelayanan kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penilaian mengenai

kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (e-government readiness) dalam
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konteks pengembangan smart province di Provinsi Lampung melalui instansi yang

berkaitan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merujuk pada tempat di mana peneliti melakukan penelitian
secara langsung untuk mengamati fenomena atau peristiwa yang sedang dipelajari,
sehingga peneliti dapat mengumpulkan gambaran, data, dan informasi yang relevan
dengan topik penelitian. Dalam hal ini, lokasi penelitian yang dipilih adalah
Pemerintah Provinsi Lampung tepatnya Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada tugas dan
tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika,
bidang persandian dan bidang statistik berdasarkan asas otonomi, serta sebagai

koordinator (leading sector) smart province di Provinsi Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan merupakan data yang bersumber dari subjek penelitian
sekaligus mencerminkan objek penelitian. Data perlu merepresentasikan fenomena
yang akan dijelaskan atau digambarkan dan dapat digunakan untuk penelitian saat
ini. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data
primer dan data sekunder sebagaimana yang dikemukakan oleh Samsu (2021),

yaitu:

1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber
pertama yang dilakukan melalui wawancara kepada informan. Dalam penelitian
ini, data yang akan dianalisis peneliti diperoleh melalui wawancara mendalam
(in-depth interview) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Provinsi Lampung, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Lampung, beberapa informan Diskominfo kabupaten/kota, serta masyarakat

umum.
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2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua secara tidak
langsung, yang dapat digunakan untuk memperkaya data dalam penelitian.
Dalam penelitian ini, data pendukung diperoleh melalui berbagai literatur yang
ada seperti buku, jurnal atau artikel ilmiah, dokumen-dokumen yang didapat
melalui lokasi penelitian, maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan
kesiapan digital governance oleh pemerintah daerah dalam pengembangan

smart province.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Murdiyanto (2020), terdapat beberapa teknik atau metode dalam

pengumpulan data pada penelitian kualitatif, diantaranya yaitu wawancara,

observasi, dokumentasi, dan Focus Group Disscussion (FGD). Pada penelitian ini,

peneliti memfokuskan untuk menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu

sebagai berikut:

1.

Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data yang
melibatkan komunikasi berupa percakapan langsung yang dilakukan oleh dua
pihak. Tahapan ini dilakukan antara pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dengan pihak terwawancara (inferviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Tujuan dari dilakukannya
wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau
diperoleh dengan alat lain. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview). Kriteria
informan dalam penelitian ini didasarkan pada tupoksi dan peran masing-
masing yang terkait dengan pengembangan sistem pemerintahan berbasis
elektronik (SPBE) dan secara khusus terkait dengan smart province di Provinsi

Lampung.
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Tabel 4. Daftar Informan Penelitian

No. Daftar Informan Informasi yang didapat

1.  Muhammad Yusuf Mengenai dukungan dan strategi Bappeda Provinsi
Nasution (Fungsional Lampung sebagai Wali Data Pendukung Satu Data
Bidang Perencanaan Lampung dalam penerapan SPBE.

Infrastruktur dan
Kewilayahan = Bappeda
Provinsi Lampung)

2. Kepala UPTD Pusat Data Mengenai perencanaan pengintegrasian layanan publik
dan Informasi digital di Provinsi Lampung sebagai salah satu program
Pembangunan  Daerah Gubernur dalam menciptakan Lampung Smart
Badan Perencanaan dan Province.

Pembangunan  Daerah
Provinsi Lampung

3. Ayuna Kintani, S.T. Mengenai kesiapan pemerintahan berbasis elektronik
(Sistem Analis Bidang (e-government readiness) pada pemerintah daerah
Tata Kelola melalui Diskominfotik dalam pengembangan smart
Pemerintahan  Berbasis province di Provinsi Lampung.

Elektronik Dinas
Komunikasi,
Informatika, dan Statistik
Provinsi Lampung)

4.  Fachrizal, S.Kom., Mengenai dukungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
M.Kom. (Kepala Bidang melalui Diskominfo dalam mendukung smart province
Pemberdayaan E-  di Provinsi Lampung.

Government Diskominfo
Kota Bandar Lampung)

5. Andi Setiyono, S.T. Mengenai dukungan Pemerintah Kota Metro melalui
(Kepala Bidang Diskominfo dalam mendukung smart province di
Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

Diskominfo Kota Metro)

6.  Delfarizi, S.E., MM. Mengenai dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung
(Kepala Bidang Tata Selatan melalui Diskominfo dalam mendukung smart
Kelola SPBE Diskominfo province di Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung
Selatan)

7. Ibu Agustina (Pedagang Mengenai pendapat atau perspektif masyarakat selaku
Warung — Pengguna pengguna layanan online Pemerintah Provinsi Lampung
SIGAP Lampung)

8. Bapak Agung Ganef Mengenai pendapat atau perspektif masyarakat selaku
Kartika (Masyarakat pengguna layanan online Pemerintah Provinsi Lampung
Umum - Pengguna e-

PKB Bapenda Lampung)

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu bagian dalam teknik pengumpulan data

dengan memperoleh data melalui catatan-catatan dan dokumen lainnya yang

berhubungan dengan penelitian yang sedang dikaji.

Dokumentasi ini

merupakan metode dalam mengumpulkan data dari sumber yang dianggap

akurat sebagai cerminan situasi atau kondisi yang sebenarnya terjadi, dan dapat
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dianalisis secara berulang-ulang tanpa mengalami perubahan. Adapun dokumen

yang dijadikan sebagai pelengkap dan acuan dalam penelitian ini yaitu sebagai

berikut:

Tabel 5. Daftar Dokumen Terkait Penelitian

No. Dokumen

Data yang didapat

1. Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2018

2. Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2023

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor
8 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 51 Tahun 2020

4. Roadmap SPBE Provinsi Lampung
Tahun 2021—2025

5. Standar Teknis dan  Prosedur
Pembangunan dan Pengembangan
Aplikasi Khusus di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Lampung
6. Pedoman Manajemen TIK Provinsi
Lampung

Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Tentang Percepatan Transformasi Digital dan
Keterpaduan Layanan Digital Nasional
Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi
Lampung

Peta rencana umum pengembangan SPBE di
Provinsi Lampung tahun 2021—2025
Standar teknis dan prosedur pembangunan
dan pengembangan aplikasi khusus yang
diterapkan untuk seluruh OPD dan
kabupaten/kota.

Dasar dalam manajemen data, manajemen
risiko, dan manajemen keamanan informasi

yang diterapkan kepada seluruh instansi di
Provinsi Lampung

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Samsu (2021), analisis data merupakan proses interpretasi informasi yang
didapatkan melalui penelitian lapangan. Tahap analisis data ini bertujuan untuk
menggambarkan data secara naratif, deskriptif, maupun tabulasi berdasarkan data
yang telah diperoleh. Dari proses analisis tersebut, maka langkah selanjutnya adalah
penarikan kesimpulan penelitian. Proses ini memerlukan alat analisis yang tepat,
karena hal tersebut akan mempengaruhi cara menganalisis dan menjelaskan data,
sehingga temuan penelitian mampu dipahami secara mendalam. Analisis data
meliputi proses kategorisasi, penataan, manipulasi, peringkasan data untuk dapat
dihasilkan kesimpulan dan mendukung keputusan yang diambil oleh peneliti. Miles
et al. (2014) mengklasifikasikan teknik dalam analisis data kualitatif melalui teknik

analisis data mengalir (flow chart analysis), meliputi:

1. Reduksi Data (Data Reduction)
Tahap reduksi data menjadi tahap dalam menyeleksi, memfokuskan,

menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data yang
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muncul dalam proses catatan lapangan. Reduksi data ini dilakukan dengan
mengeliminasi data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data melalui
penggambaran dan verifikasi kesimpulan akhir. Pada tahap ini, kegiatan
pengorganisasian data dapat membantu memudahkan peneliti untuk melakukan

proses analisis data berikutnya.

. Penyajian Data (Data Display)

Tahapan berikutnya dalam analisis data adalah penyajian atau menampilkan
data. Tahap penyajian data merupakan proses merangkai informasi yang telah
terorganisir dalam upaya untuk memberikan gambaran kesimpulan dan
mengambil tindakan atau keputusan. Sehingga, penyajian data berkaitan dengan
upaya peneliti untuk mendapatkan gambaran maupun penafsiran berdasarkan
data yang telah diperoleh serta korelasinya dengan fokus penelitian yang
dilakukan. Penyajian data dapat dilakukan melalui matriks, grafik, tabel, dan

sebagainya.

. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion/Verification)

Tahapan  terakhir dalam analisis data adalah  verifikasi  atau
pembuatan/penarikan kesimpulan. Tahapan ini merupakan kegiatan perumusan
kesimpulan penelitian, baik kesimpulan yang bersifat sementara yaitu
kesimpulan yang ditemukan pada saat penelitian sedang berlangsung maupun
kesimpulan akhir yaitu kesimpulan yang dibuat setelah seluruh data penelitian
telah dianalisis. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan aktivitas
analisis, di mana pada awal pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan
apakah sesuatu memiliki makna atau tidak dalam keteraturan, pola, penjelasan,
kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab-akibat, dan proposisi. Meskipun
demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif perlu dipahami dalam
prosesnya, sebab masalah dan rumusan masalah bersifat dinamis dan dapat

berkembang.
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Gambar 7. Komponen Flow Chart Analysis Miles dan Huberman

Sumber: (Miles et al., 2014)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Murdiyanto (2020) mengungkapkan bahwa uji keabsahan data dalam

penelitian kualitatif meliputi uji  kredibilitas atau credibility (derajat

kepercayaan), transferabilitas  atau  ftransferability  (kesepakatan),

dependabilitas atau dependability (reliabilitas), dan konfirmabilitas atau

confirmability (kepastian). Adapun penjelasan mengenai uji keabsahan data

yaitu sebagai berikut:

1.

Uji Kredibilitas (Credibility)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat
dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu memperpanjang pengamatan,
meningkatkan ketelitian, triangulasi, menganalisis kasus negatif,
menggunakan referensi, serta melakukan member-check. Pada penelitian
ini, peneliti akan melakukan pengujian kredibilitas melalui teknik
triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas dapat dipahami sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber dengan beragam cara dan waktu.
Terdapat tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik,
dan triangulasi waktu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik data untuk
menguji kredibilitas data dengan melakukan pengecekan data kepada
sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, serta triangulasi sumber
dengan mengonfirmasi temuan dengan informan yang berbeda, melalui

metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi yang
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kemudian dibandingkan dan dikonfirmasi temuan melalui berbagai metode
tersebut.

. Uji Transferabilitas (Transferability)

Uji transferability merupakan proses validitas eksternal yang berkaitan
dengan tingkatan atau derajat kesepakatan. Oleh karena itu, agar hasil
penelitian dapat dipahami oleh orang lain, maka peneliti perlu membuat
laporan dengan menguraikan secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat
dipercaya. Apabila pembaca dapat memperoleh dengan jelas mengenai
gambaran hasil penelitian tersebut, maka laporan penelitian dapat
memenuhi standar transferability.

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan kesiapan pemerintahan
berbasis elektronik (e-government readiness) oleh pemerintah daerah
dalam pengembangan smart province di Provinsi Lampung agar pembaca
yang ingin melakukan penelitian serupa dapat membandingkan kondisi,
serta menilai apakah hasil penelitian yang dilakukan ini dapat diterapkan di
tempat lain atau tidak.

. Uji Dependabilitas (Dependability)

Pada penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan melalui audit
terhadap keseluruhan proses penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan
mengaudit kembali proses penelitian dimulai dari penentuan masalah/fokus
penelitian, melakukan analisis lapangan, menentukan sumber daya,
melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, hingga pada tahap
penarikan kesimpulan. Pada konteks penelitian ini, uji dependabilitas
dilakukan dengan penyampaian kebenaran terkait kegiatan yang dilakukan
selama proses penelitian untuk dilakukan pemeriksaan oleh dosen
pembimbing dengan menyertakan bukti-bukti pendukung.

. Uji Konfirmabilitas (Confirmability)

Uji konfirmabilitas diartikan sebagai pengujian hasil penelitian yang
dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Hasil penelitian berkaitan dengan
proses penelitian yang dilakukan, sehingga antara proses dengan hasil perlu
saling memiliki keterkaitan agar penelitian yang dilakukan mampu

memenuhi standar confirmability. Pada konteks penelitian ini, peneliti
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melakukan pengujian konfirmabilitas dengan mempresentasikan hasil
penelitian kepada dosen pembimbing dan penguji terkait dengan analisis
kesiapan digital governance pada pemerintah daerah melalui e-readiness
framework STOPE dalam pengembangan smart province di Provinsi

Lampung.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan

bahwa pemerintah daerah di Provinsi Lampung telah menunjukkan kesiapan yang

baik, namun masih dihadapi beberapa tantangan pada tiap domain yang

mengindikasikan belum sepenuhnya mencapai keidealan kesiapan elektronik (e-

readiness) pada pemerintahan sebagaimana yang dijelaskan sebagaimana berikut:

1)

2)

Strategi (Strategy)

Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan kepemimpinan daerah melalui
koordinasi terhadap perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
melalui rapat koordinasi, sosialisasi, ataupun bimbingan teknis. Selain itu,
Pemprov Lampung juga telah memiliki arah strategis dalam pengembangan
smart province melalui pemerataan kebijakan smart city dan penyusunan
roadmap SPBE 2021-2025. Meskipun demikian, implementasi kebijakan
smart city sebagai pendukung smart province belum merata di seluruh daerah,
serta masih adanya kelemahan pada aspek komitmen pemimpin daerah dalam
mendukung transformasi digital secara menyeluruh. Kepemimpinan
berorientasi TIK dan perencanaan berbasis jangka panjang belum sepenuhnya
sesuai sebagaimana penerapan di Provinsi Lampung.

Teknologi (Technology)

Kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung pada infrastruktur teknologi dasar
sudah cukup baik, dengan telah tersedia server mandiri, tenaga ahli, dan
pengelolaan manajemen aset serta perlindungan keamanan data. Selain itu, telah
tersedia portal pengintegrasian layanan digital pemerintah yang mencakup
layanan pemerintahan dan layanan publik. Akan tetapi, masih terdapat
tantangan dalam interoperabilitas sistem antar tingkatan pemerintahan secara

menyeluruh, serta pemerataan jaringan di seluruh daerah. Secara umum,



3)

4)

S)
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kesiapan pada aspek teknologi telah menunjukkan perkembangan yang baik
terutama pada infrastruktur dasar, layanan elektronik, penyediaan TIK, dan
dukungan TIK, namun masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan
belum maksimalnya kesiapan teknologi Provinsi Lampung.

Organisasi (Organization)

Domain organisasi pada kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung telah
terpenuhi dalam aspek regulasi e-government dengan mengacu pada kebijakan
nasional dan diperkuat melalui peraturan daerah. Upaya kerja sama dengan
akademisi dan pemerintah di tingkat pusat dan daerah (kabupaten/kota) juga
telah dilakukan melalui koordinasi atau nota kesepakatan (Memorandum of
Understanding/MoU). Pelaksanaan evaluasi manajemen TIK juga dilakukan
melalui sistem digital untuk memastikan aktivitas terpantau dan terlaksana
dengan baik. Tetapi masih ditemukan kelemahan dalam koordinasi antar
perangkat daerah sehingga masih terjadi tumpang tindih aplikasi, serta belum
menyeluruhnya penerapan pedoman manajemen TIK.

Sumber Daya Manusia (People)

Pada domain sumber daya manusia, kesadaran TIK diwujudkan melalui
sosialisasi literasi TIK yang dilakukan secara rutin dan pelatihan yang diberikan
oleh BPSDM. Selain itu, dalam meninjau kesesuaian pekerjaan dan kinerja
aparatur, pemerintah daerah menerapkan sistem penilaian melalui e-Kinerja.
Meskipun demikian, masih terdapat tantangan penyesuaian ASN lama dengan
latar belakang pendidikan yang berbeda terhadap beban pekerjaan, serta masih
terbatasnya pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah menyebabkan
ketidakmerataan kemampuan berbasis teknologi pada aparatur.

Lingkungan (Environment)

Domain lingkungan pendukung telah menunjukkan perkembangan yang baik
dengan adanya koordinasi dalam pelatihan TIK dan upaya dalam meningkatkan
literasi digital masyarakat. Selain itu, penerapan TIK juga terlihat berpengaruh
signifikan terhadap keberlangsungan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi
daerah. Budaya kerja digital pun mulai diterima oleh para aparatur perangkat

daerah, meskipun terdapat resistensi awal dari beberapa OPD. Selain itu,
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infrastruktur umum sudah cukup tersedia, namun belum terdapat penyediaan

fasilitas teknologi di ruang publik.

Secara keseluruhan, Provinsi Lampung menunjukkan kemajuan yang signifikan
dalam kesiapan digital governance melalui berbagai aspek dalam mendukung
pengembangan smart province. Pada tiap domain, Pemerintah Provinsi Lampung
telah memenuhi berbagai komponen-komponen dalam mencapai kesiapan
pemerintahan berbasis elektronik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa aspek yang
belum mencapai kesesuaiannya seperti pemerataan implementasi kebijakan,
koordinasi lintas sektor, kesiapan kuantitas dan kualitas SDM, interoperabilitas
keseluruhan layanan elektronik, serta pemerataan infrastruktur teknologi umum.
Kesiapan digital pemerintah belum sepenuhnya tercermin pada implementasi yang
telah dilakukan. Sehingga, untuk mewujudkan transformasi digital yang efektif
sebagai pendukung terwujudnya smart province yang optimal, diperlukan
penguatan komitmen pemimpin daerah, integrasi sistem lintas daerah dan OPD,
peningkatan penguatan kapasitas dan koordinasi sumber daya manusia secara
menyeluruh, serta pemerataan akses pelayanan publik digital secara berkelanjutan

di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kesiapan digital governance pada
pemerintah daerah di Provinsi Lampung dalam mendukung pengembangan smart
province yang masih memerlukan beberapa perbaikan, maka peneliti memberikan
saran untuk mendukung transformasi digital pemerintahan daerah khususnya pada

smart province agar lebih optimal, yaitu sebagai berikut:

1) Membentuk Task Force (Satuan Tugas) Khusus Smart Province Provinsi
Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung perlu menunjuk dan membentuk satuan tugas
yang memiliki otoritas strategis lintas OPD untuk memastikan arah digitalisasi
pada smart province lebih konsisten dan terkoordinasi secara vertikal dan
horizontal. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan pengembangan smart

province dapat terlaksana dengan baik.
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3)

4)

5)
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Menyusun dan Menetapkan Arah Kebijakan yang Terstruktur

Pemerintah Provinsi Lampung perlu menyusun dan mengimplementasikan
roadmap pengembangan arsitektur digital yang terintegrasi secara menyeluruh
dengan mewajibkan interoperabilitas sistem informasi antarinstansi dan antar
pemerintah kabupaten/kota, serta menetapkan Diskominfo sebagai koordinator
utama (leading sector) dalam manajemen integrasi dan pengawasan platform
digital berbasis arsitektur tunggal Provinsi Lampung. Hal ini bertujuan untuk
menghindari pengembangan aplikasi yang sama melalui adopsi satu platform
pelayanan yang lebih konsisten.

Membangun Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Digital yang
Terstruktur dan Berkelanjutan

Strategi pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui
penyusunan peta kompetensi ASN berbasis jabatan serta menetapkan standar
pelatihan dan sertifikasi digital berbasis jabatan. Selain itu, perlu adanya
pelaksanaan pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan SDM berbasis digital secara
merata di seluruh daerah sesuai dengan perkembangan teknologi yang dihadapi.
Mendorong Pemerataan Akses Infrastruktur dan Layanan Digital di Seluruh
Wilayah

Pemerintah Provinsi Lampung perlu menyusun kebijakan yang afirmatif
terutama pada daerah yang masih terhambat penerapan digitalisasi. Hal ini
dapat dilakukan dengan mengidentifikasi awal (pemetaan) titik buta jaringan
melalui pengalokasian anggaran khusus. Selain itu, pemerintah juga perlu
mengupayakan kerja sama dan kolaborasi dengan pihak yang dapat membantu
memperluas akses jaringan internet dan infrastruktur dasar TIK, seperti dengan
penyedia layanan internet, sektor swasta, atau BUMN. Hal ini untuk menjamin
inklusivitas akses digital dan pelayanan publik berbasis teknologi.
Mengintegrasikan Indikator Capaian SPBE dengan Indikator Kinerja Utama
Daerah

Pemerintah Provinsi Lampung perlu mengintegrasikan indikator capaian SPBE
ke dalam indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah agar pelaksanaan
SPBE menjadi bagian yang utuh dari sistem perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi kinerja pembangunan daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa
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implementasi SPBE belum sepenuhnya terkoordinasi secara strategis antar
perangkat daerah, sehingga integrasi diperlukan untuk memastikan arah
transformasi digital sejalan dengan tujuan pembangunan daerah berbasis digital
governance. Selain itu, evaluasi SPBE juga perlu diperkuat dengan indikator-
indikator pendukung berbasis TIK yang lebih substantif, serta peningkatan
kapasitas tim evaluasi internal agar penilaian tidak hanya bersifat administratif,
tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik yang adaptif

terhadap dinamika digital.
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